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ABSTRAK 

Salah satu suku di Indonesia yang tidak menggunakan sistem perkawinan 

endogami adalah suku Batak Mandailing, khususnya di Kecamatan Medan 

Helvetia. Masyarakat suku Mandailing memahami pernikahan endogami sebagai 

pernikahan semarga, merujuk pada praktik pernikahan antara laki-laki dan 

perempuan yang berasal dari marga yang sama. Misalnya, marga Nasution menikah 

dengan marga Nasution, Hasibuan dengan Hasibuan, dan marga lainnya dengan 

marga yang sejenis. Adat ini sudah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang dan 

masih berlaku sampai sekarang.  

Larangan pernikahan semarga terdapat peran tokoh adat dalam 

mempertahankannya.Tokoh adat sebagai pemegang peran penting dalam struktur 

sosial, memiliki kewenangan untuk membentuk dan menguatkan norma-norma 

yang mengatur pernikahan dan hubungan kekerabatan. Tokoh adat memiliki 

otoritas dan pengaruh yang besar dalam masyarakat Batak Mandailing, sehingga 

mereka dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengubah pola pikir dan 

perilaku masyarakat terkait pernikahan semarga. Tokoh adat mampu menjadi 

mediator yang efektif untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait 

hal ini. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field Reseach). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-Analisis. 

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis-cum maqashid, tehnik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara yang 

dilakukan dengan masyarakat yang menjaga larangan pernikahan semarga 

sebanyak 12 orang, dan masyarakat yang melakukan pernikahan semarga sebanyak 

8 orang, dan tokoh adat di Kecamatan Medan Helvetia sebanyak 10 orang, 

kemudian melakukan observasi dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data 

yaitu analisis kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil dari penelitian 

ini yaitu, pertama larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak 

Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia melindungi kemurnian keturunan dan 

kesehatan genetik, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan menghormati nilai-nilai 

budaya sebagai bagian integral dari identitas dan tradisi masyarakat. Kedua, tokoh 

adat di masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia memainkan 

peran sentral dalam menegakkan dan menyebarkan norma adat larangan pernikahan 

semarga, memperkuat identitas budaya, dan tetap dinamis serta efektif dalam 

menjaga ketertiban, menyelesaikan konflik, dan mempertahankan warisan budaya 

meskipun menghadapi potensi resistensi. Ketiga, penerapan teori Maqashid 

Syari’ah dalam larangan pernikahan semarga di masyarakat Batak Mandailing di 

Kecamatan Medan Helvetia melindungi keturunan dan jiwa, menjaga kesehatan 

dan keanekaragaman genetik, dengan tokoh adat memainkan peran sentral dalam 

menegakkan aturan ini, memastikan nilai-nilai budaya dihormati dan stabilitas serta 

kesejahteraan komunitas terjaga dari generasi ke generasi. 

Kata Kunci: Larangan, Pernikahan Semarga, Tokoh Adat, Batak Mandailing. 
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ABSTRACT 

 

One of the tribes in Indonesia that does not use the endogamous marriage 

system is the Mandailing Batak tribe, especially in Medan Helvetia District. The 

Mandailing tribe understands endogamous marriage as clan marriage, referring 

to the practice of marriage between men and women who come from the same clan. 

For example, the Nasution clan married the Nasution clan, Hasibuan with 

Hasibuan, and other clans with the sam. This custom has been implemented since 

the time of our ancestors and is still valid today.  

The prohibition on intermarriage has a role for traditional leaders in 

maintaining it. Traditional leaders, as holders of an important role in the social 

structure, have the authority to shape and strengthen the norms that regulate 

marriage and kinship relationships. Traditional leaders have great authority and 

influence in Mandailing Batak society, so they can play a significant role in 

changing people's thought patterns and behavior regarding clan marriages. 

Traditional leaders are able to be effective mediators to change people's thought 

patterns and behavior regarding this matter. 

 

The type of research used in this study is field research. The nature of this 

study is descriptive-Analysis. The approach used is the sociological-cum maqashid 

approach, the data collection technique in this study is by means of interviews 

conducted with the community who maintain the prohibition of marriage between 

the same clan as many as 12 people, and the community who carry out marriage 

between the same clan as many as 8 people, and traditional leaders in Medan 

Helvetia District as many as 10 people, then conducting observations and 

documentation. Then the data analysis method is qualitative analysis using the 

inductive method. The results of this study are, first the prohibition of marriage 

between the same clan in the Batak Mandailing community in Medan Helvetia 

District protects the purity of heredity and genetic health, while maintaining social 

stability and respecting cultural values as an integral part of the identity and 

traditions of the community. Second, traditional leaders in the Batak Mandailing 

community in Medan Helvetia District play a central role in enforcing and 

disseminating customary norms prohibiting marriage between the same clan, 

strengthening cultural identity, and remaining dynamic and effective in maintaining 

order, resolving conflicts, and maintaining cultural heritage despite facing 

potential resistance. Third, the application of the Maqashid Syari'ah theory in the 

prohibition of marriage between the same clan in the Batak Mandailing community 

in Medan Helvetia District protects descendants and souls, maintains health and 

genetic diversity, with traditional leaders playing a central role in enforcing this 

rule, ensuring that cultural values are respected and the stability and welfare of the 

community are maintained from generation to generation. 

 

Keywords: Prohibition, Family Marriage, Traditional Figures, Mandailing Batak. 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 

dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 ا
Alif - Tidak dilambangkan 

 ب
Ba’ B Be 

 ت
Ta’ T Te 

 ث
Ṡa’ Ṡ es (dengan titik di atas) 

 ج
Jim J je 

 ح
Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 خ
Kha’ Kh ka dan ha 

 د
Dal D de 

 ذ
Żal Ż ze (dengan titik di atas) 

 ر
Ra’ R er 

 ز
Zai Z zet 

 س
Sin S es 
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 ش
Syin Sy es dan ye 

 ص
Ṣad Ş es (dengan titik di bawah) 

 ض
Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) 

 ط
Ṭa’ Ṭ te (dengan titik di bawah) 

 ظ
Ẓa’ Ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 ع
‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 

 غ
Gain G ge 

 ف
Fa’ F ef 

 ق
Qaf Q qi 

 ك
Kaf K Ka 

 ل
Lam L ‘el 

 م
Mim M ‘em 

 ن
Nun N ‘en 

 و
Waw W W 

 ه
Ha’ H ha 

 ء
Hamzah ֜ apostrof 
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 ي
Ya’ Y Ye 

 

II.  Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Sunnah سنة

 Ditulis ‘Illah علة 

 

III. Ta’ marbūṭah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h  

 

 Ditulis al-Mā’idah المائدة 

 Ditulis Islāmiyyah إسلامية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya). 

 

b.   Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 

مقارنة  

 المذاهب

ditulis Muqāranah al-Mażāhib 

 

IV. Vokal pendek 

1. َ ----َ--  Fathah ditulis a 

2. َ ----َ---  Kasrah ditulis i 

3. ُ-----َ--  dammah ditulis u 

 

V. Vokal panjang 

1. Fathah+Alif 

 إستحسان 

ditulis 

ditulis 

ā 

Istiḥsān 

2. Fathah+ya’ mati ditulis ā 
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 ditulis Unṡā أنثى

3. Kasrah+yā’ mati 

 العلواني

ditulis 

ditulis 

ī 

al-‘Ālwānī 

4. Dammah+ wāwu mati 

 علوم 

ditulis 

ditulis 

ū 

‘Ulūm 

 

VI. Vokal rangkap 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 غيرهم 

ditulis  

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 قول

ditulis  

ditulis 

au 

Qaul 

 

VII. Vokal pendek yang brurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدت 

 Ditulis la’in syakartum لإن شكرتم 

 

VIII. Kata sandang Alif+Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis Al-Qur’an القرآن 

 Ditulis al-Qiyas القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya. 
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 Ditulis ar-Risālah الرسالة 

 ’Ditulis an-Nisā النساء

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 

 Ditulis Ahl ar-Ra’yi أهل الرأي

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة

 Ditulis Żawī al-Furūḍ ذوي الفروض 
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“Sejauh langkahku pergi, aku tetap merindukan 

tempat dimana aku dilahirkan, rindu ini ku tahan 
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kesuksesan” 

 مَنْ جَدَّ وَجَدَ 

Tetap bersungguh-sungguh, usaha tidak 

menghianati hasil.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 300 kelompok 

etnis yang mempunyai keragaman budaya yang sangat kaya dan kompleks.1 

Keragaman ini tercermin dalam berbagai sistem perkawinan yang diadopsi oleh 

masyarakat di seluruh nusantara.2 Salah satu aspek penting dari sistem 

perkawinan ini adalah aturan mengenai pilihan pasangan, yang dapat dibedakan 

menjadi endogami, eksogami, dan eleutherogami.3 Perkawinan endogami 

adalah sistem yang mengharuskan individu untuk menikah dengan anggota dari 

klannya sendiri. Sebaliknya, perkawinan eksogami menganjurkan agar individu 

menikah dengan anggota dari klan yang berbeda, menghindari perkawinan 

dalam klan yang sama. Sementara itu, perkawinan eleutherogami adalah sistem 

yang tidak menerapkan larangan tertentu dalam pemilihan pasangan, 

membiarkan individu bebas memilih pasangan tanpa mempertimbangkan klan 

atau kelompok etnis.4 

Sistem perkawinan endogami di Indonesia, yang mengharuskan individu 

menikah dengan anggota klannya sendiri, menimbulkan berbagai permasalahan 

 
1Awaluddin dan Deny Ramadhan, "Dinamika Budaya Dalam Era Globalisasi: Studi Kasus 

Di Indonesia", Journal Socia Logica, Vol. 2, No. 2, (2023), hlm. 2. 
2Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam 

Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Elsaninta Sembiring Dan 

Vanny Christina", JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, Vol. 2, No. 2, (1974), 

hlm. 72–94. 
3Aprilianti and Kasmawati, Hukum Adat Di Indonesia, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 

2020), hlm. 47-48. 
4Soerojo Wignjodopoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. TOKO 

Gunung Agung, 1995), hlm. 132. 
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yang signifikan.5 Pertama, keterbatasan pilihan pasangan sering kali 

mengurangi kesempatan individu untuk menemukan pasangan yang sesuai 

dengan kepribadian dan nilai-nilai mereka, yang dapat mengakibatkan 

ketidakbahagiaan.6 Selain itu, risiko penyakit genetik meningkat karena 

perkawinan dalam kelompok yang kecil mengurangi keragaman genetik.7 

Konflik keluarga juga kerap terjadi karena adanya paksaan untuk menikah 

dengan sesama anggota klan, yang bisa memicu ketegangan antar anggota 

keluarga.8 Endogami dalam konteks sosial memperkuat batasan sosial dan 

menghambat integrasi dengan kelompoklainyang berdampak negatif pada 

perkembangan sosial dan ekonomi.9 Secara keseluruhan, sistem perkawinan 

endogami di Indonesia menghadirkan berbagai tantangan yang berdampak pada 

kesejahteraan individu dan dinamika komunitas. 

Salah satu suku di Indonesia yang tidak menggunakan sistem perkawinan 

endogami adalah suku Batak Mandailing, khususnya di Kecamatan Medan 

Helvetia. Masyarakat suku Mandailing memahami pernikahan endogami 

sebagai pernikahan semarga, merujuk pada praktik pernikahan antara laki-laki 

dan perempuan yang berasal dari marga yang sama. Misalnya, marga Nasution 

menikah dengan marga Nasution, Hasibuan dengan Hasibuan, dan marga 

 
5Tsaniyatul Azizah, "Perkawinan Endogami", An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah 

Kontemporer, Vol. 3, Nomor. 2, (2021), hlm. 21–40. 
6Haris Hidayatulloh dan Lailatus Sabtiani, "Pernikahan Endogami Dan Dampaknya 

Terhadap Keharmonisan Keluarga", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7, No. 1, (2022), hlm. 50–

71. 
7Cut Muthiadin, Dasar-Dasar Genetika, (Makassar: Alauddin Press, 2013), hlm. 158. 
8Haris Hidayatulloh and Lailatus Sabtiani, "Pernikahan Endogami Dan...., hlm. 56. 
9Tsaniyatul Azizah, "Perkawinan Endogami", An-Nawazil..., hlm. 23. 
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lainnya dengan marga yang sejenis. Adat ini sudah sudah dilaksanakan sejak 

zaman nenek moyang dan masih berlaku sampai sekarang.10 

Berdasarkan hukum adat suku Mandailing di Kecamatan Helvetia, segala 

sesuatunya diatur sesuai dengan tradisi masing-masing. Salah satu aturan yang 

diatur dalam adat Batak Mandailing adalah larangan pernikahan dalam satu 

marga. Hal  ini  dibahas dalam markobar atau dikenal dengan “sidang adat”. 

Markobar tersebut menjelaskan bahwa segala masalah adat akan dibincangkan 

dan diselesaikan. Markobar sebagai jalan tengah penyelesaian masalah yang 

biasanya dihadiri oleh para tokoh adat.11 

Secara antropologis, pernikahan semarga dianggap sebagai pelanggaran 

atau tabu dalam kaidah adat Batak. Pernikahan semarga dianggap sebagai 

pernikahan sedarah, khususnya dalam garis ayah (patrilineal), sehingga 

dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan adat.12 Pernikahan semacam ini 

dianggap melanggar karena masyarakat percaya bahwa keturunan dari 

pernikahan endogami (semarga) berisiko mengalami cacat atau kelumpuhan. 

Secara umum, sanksi dari pernikahan semarga ini melibatkan pemotongan 

seekor kerbau dan pergantian marga bagi pihak wanita yang mengikuti marga 

ibu dari pihak laki-laki. Setelah membayar sanksi kepada calon mertua dengan 

memotong kerbau jantan besar, keluarga dan tetua adat mengadakan pesta 

makan bersama, mengikuti tradisi dalihan na tolu, dan mengumumkan di 

 
10 Wawancara Edi Purba, Tokoh Adat, KecamatanBatak Helvetia, Rabu, 05 Mei 2024. 
11Rijal Kahfi Nasution, "Tradisi Pernikahan Di Desa Rumbio Dalam Adat Mandailing", 

Malay Studies: History, Culture and Civilization, Vol. 2, No. 1, (2023), hlm. 25–31. 
12Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran Di 

Yogyakarta", Jurnal Madaniyah, Vol. 8, No. 2, (2018), hlm. 283–284. 
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tengah masyarakat bahwa upacara tersebut merupakan pembayaran sanksi adat 

atas pelanggaran pernikahan semarga.13 Selain itu, konsekuensi dari pernikahan 

semarga adalah pengucilan dari pergaulan sosial bagi pelanggar aturan. Mereka 

dianggap tidak relevan dalam kehidupan sosial masyarakat, bahkan sering kali 

tidak diundang dalam acara-acara masyarakat. Dampak dari hal tersebut adalah 

banyak pelanggar adat yang merantau ke luar daerah setelah melangsungkan 

pernikahan.14 

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memiliki urgensi mengingat 

dampak yang signifikan dari pernikahan semarga terhadap stabilitas sosial 

masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia. Tokoh adat, 

sebagai pemegang peran penting dalam struktur sosial, memiliki kewenangan 

untuk membentuk dan menguatkan norma-norma yang mengatur pernikahan 

dan hubungan kekerabatan. Tokoh adat memiliki otoritas dan pengaruh yang 

besar dalam masyarakat Batak Mandailing, sehingga mereka dapat memainkan 

peran yang signifikan dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat 

terkait pernikahan semarga. Tokoh adat mampu menjadi mediator yang efektif 

untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait hal ini.15 

Selain itu, pengetahuan mendalam tokoh adat tentang tradisi dan nilai-nilai 

adat membuat mereka menjadi figur yang dapat memberikan arahan yang 

 
13Samin Batubara, "Pelanggaran Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batakk Mandailing Di 

Desa Penyenggerahan Sumatera Barat", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial 

Kemasyarakatan, Vol. 18, No. 1, (2018), hlm. 7. 
14Wawancara Alwi Aldian, Tokoh Adat, KecamatanBatak Helvetia, Rabu, 05 Mei 2024. 
15Muslim Pohan, "Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga", Al-Qadha : Jurnal Hukum 

Islam Dan Perundang-Undangan, Vol. 8, No. 1, (2021), hlm. 67–84. 
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bijaksana dalam menyelesaikan konflik dan mencari solusi yang sesuai dengan 

nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi.16 Pemahaman yang lebih dalam tentang 

bagaimana tokoh adat mempengaruhi perilaku masyarakat terkait pernikahan 

semarga dapat mengidentifikasi strategi yang efektif dalam mendorong 

perubahan perilaku dan memperkuat norma-norma yang melindungi 

keberlangsungan budaya dan kesejahteraan masyarakat.   

Larangan pernikahan semarga didasarkan pada prinsip bahwa orang yang 

memiliki marga yang sama dianggap bersaudara dan berasal dari nenek moyang 

yang sama. Oleh karena itu, pernikahan semarga dianggap sebagai pernikahan 

antara saudara kandung, yang secara adat dan moral tidak diperbolehkan. 

Dalam kasus di mana ada pasangan yang ingin menikah tetapi memiliki marga 

yang sama, tokoh adat akan bertindak sebagai penengah. Mereka akan 

mengingatkan kedua belah pihak tentang pentingnya mematuhi adat, dan jika 

perlu, memberikan nasihat atau sanksi adat. Tindakan tokoh adat ini bukan 

hanya untuk menjaga keutuhan adat, tetapi juga untuk memastikan 

keharmonisan sosial di dalam masyarakat Batak. 

Jika pernikahan semarga tetap dilanjutkan, tokoh adat memiliki 

kewenangan untuk memberikan sanksi yang bisa berupa pengucilan dari 

komunitas atau penolakan hak-hak adat tertentu. Dalam situasi ini, tokoh adat 

sering kali bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk menegakkan 

 
16Nur Arief Ibnu Hasan, Yeni Wijayanti, and Dewi Ratih, "Peranan Tokoh Adat Dalam 

Pelestarian Dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pada Masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari 

Kabupaten Ciamis", J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan), Vol. 4, No. 2, (2023), hlm. 

463. 
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keputusan tersebut.Secara keseluruhan, tokoh adat berperan sebagai penjaga 

tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui 

penegakan larangan pernikahan semarga, mereka memastikan bahwa identitas 

budaya dan keharmonisan sosial masyarakat Batak tetap terjaga. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan 

beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Mengapa pernikahan Semarga pada Masyarakat Batak Mandailing di 

Kecamatan Medan Helvetia dilarang? 

2. Bagaimana peran dan kuasa tokoh adat dalam mempertahankan larangan 

pernikahan semarga di suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan 

Helvetia? 

3. Bagaimana tinjauan Maqashid Syari’ahterhadap larangan pernikahan pada 

Masyarakat Suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian   

a. Mendekripsikan terkait larangan pernikahan Semarga pada Masyarakat 

Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia. 

b. Menganalisisperan tokoh adat dalam mempertahankanlarangan 

pernikahan semarga dalam Adat Batak Mandailingdi Kecamatan Medan 

Helvetia.  
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c. Menganalisis larangan pernikahan pada Masyarakat Suku Batak 

Mandailing di Kecamatan Medan Helvetiamenggunakan teori 

Maqashid Syari’ah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan 

memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan tentunya 

khazanah ilmu pengetahuan mengenai hukum perkawinan satu marga 

dalam adat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia.   

b. Secara Praktik, informasi ilmu pengetahuan kepada publik tentang 

peran tokoh adat dalam mepertahankan larangan pernikahan pada suku 

Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia. Selain itu, penelitian 

ini dapat memperkaya pengembangan keilmuan pengetahuan dan ilmu-

ilmu lainnya yang berkaitan dengan jurusan Hukum Keluarga Islam.   

D. Telaah Pustaka   

Publikasi ilmiah yang bertemakan hukum adat tentunya sudah 

sangat banyak. Hal itu dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk publikasi, 

baik publikasi melalui karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi maupun 

publikasi yang lainnya, seperti dalam jurnal-jurnal yang fokus pada hukum 

adat. Penelitian terkait praktik pernikahan semarga di Kelurahan Helvetia 

Tengah memang tidak saja terjadi di satu daerah, akan tetapi telah banyak 

terjadi diberbagai daerah yang berpenduduk suku Batak Mandailing.  

Pada telaah pustaka ini peneliti membagi literatur terdahulu kepada dua 

klaster.  
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Klaster pertama tentang Masyarakat yang masih mempertahankan adat, 

yaitu penelitian dari Samin Batubara17,  Raja Ritonga,dkk18, Hartari 

Marwina,dkk19,Fera Siska Nasution, dkk20, Sarah Mailan Siregar dan Iman 

Jauhari21,Frans Sembiring22,Dian Kristina Lase dan Bakhrul Khair 

Amal23,Soniya Rosalina dan Waston Malau24, Hatari Marwina Siagian, 

dkk25,Khairuddin Khairuddin26,Yunisa Nastiti, dkk27,  Zulkarnaen Sihombing, 

 
17 Samin BatuBara, “Perlarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing”, 

Al-Risalah,Vol. 18, No. 1, (2018), hlm. 5. 
18Raja Ritonga,dkk, “Pergeseran Adat Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandailing di 

Desa Purba Baru Perspektif Hukum Islam”,Jurnal At-tasyiri,Vol. 5,No. 1, (2024), hlm. 3. 
19Hartari Marwina,dkk, “Analisis Nilai Budaya Pada Larangan Perkawinan Semarga 

Dalam Adat Batak Mandailing di kabupaten Asahan”,Jurnal Moral Kemasyarakatan,Vol. 7, No. 1 

(2022), hlm. 7. 

20 Fera Siska Nasution, Dkk, “Konsep Hombar Do Adat Dohot Ibadat Dalam Masyarakat 

Batak Angkola (Studi Kasus Perkawinan Semarga Di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten 

Padang Lawas Utara)” Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9, No. 8, (2022). 

21Sarah Mailan Siregar, Iman Jauhari, “Tinjauan Hukum Terhadap 

Larangan Perkawinan Semarga (Suatu Penelitian Di Kecamatan Sidempuan Tenggara Kota Padang 

Sidempuan)” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan; Vol. 7, No. 2, (2023).  

22Frans Sembiring, “Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo 

Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-

Undang Perkawinan” Lex Privatum, Vol. 12, No. 2,(2023). 

23Dian Kristina Lase, Bakhrul Khair Amal, “Relasi Sosial Perkawinan Semarga Pada Etnis 

Nias Di Kota Sibolga” Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora, 

Vol 8, No 1 (2024). 

24Soniya Rosalina, Waston Malau, “Fenomena Larangan Perkawinan Semarga Pada 

Rumpun Marga Narasaon Di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba” Al-

Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial, Vol. 18, No. 1, (2024). 

25Hatari Marwina Siagian, Dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Larangan Perkawinan Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh” Jurnal Moral 

Kemasyarakatan, Vol. 7, No. 1, (2022). 

26Khairuddin Khairuddin“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-

Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh” Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal 

Al-Syakhsiyyah; Vol 3, No 2 (2020). 
27YunisaNastiti, Dkk, “Nilai Dan Makna Larangan Marsiolian Sesama Marga Parna Suku 

Batak” Jurnal Basataka,  Vol. 4, No. 1, (2021). 

https://jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id/index.php/BASATAKA/issue/view/9
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dkk28 dan Monica Belinda Oksavina29.Hasil dari penelitian-penelitian ini adalah 

bahwa nilai budaya yang terkandung dalam larangan semarga adalah menjaga 

hubungan  persaudaraan  yang  baik  yaitu  hubungan  dengan  keluarga  besar, 

hubungan  kekerabatan  dan  hubungan  baik  antar  perkumpulan  marga  parna 

serta menghindari perpecahan kelompok marga yang ada. Terdapat sanksi 

perkawinan Marpadan yang diatur secara adat, terdiri dari; pengusiran dari 

tempat tinggal, tidak boleh memberikan solusi dan memimpin dalam forum adat 

seperti acara pernikahan dan dilarang menjadi inisiator bagi komunitas Batak 

seperti pada acara Mandulo Jolma Namarsahit. Kemudian peran tokoh adat 

dalam mempertahankan adat tersebut sangat penting dan antusias masyarakat 

sangat dibututuhkan dalam menjaga adat tersebut. 

Klaster kedua tentang faktor pergeseran adat, yaitu penelitian dari 

Muslim Pohan30, Nikita Siahaan, dkk31, Yusuf Rangkuti,32,Dini Suryani, Ageng 

 
28 Zulkarnaen Sihombing, dkk, “Perkawinan Marpadan: Sanksi Adat 

Fungsional Dalam Pengendalian Perkawinan Padan Kasus Dusun Sumber Harapan”, 

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial; Vol. 10, No. 11, (2023), hlm. 2. 

29Monica Belinda Oksavina, “Keabsahan Perkawinan Semarga Masyarakat Adat Batak 

Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”Jurnal Ilmiah 

Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 21, No. 1, (2023). 

 
30 Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing 

Yogyakarta”, Jurnal Al-Ahwal,Vol 10 No 2, (2017), hlm. 6. 

31Rebekka Nikita Siahaan,dkk “Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di 

Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun”, Jurnal Zaken,Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 2. 

32 Muhammad Yusuf Rangkuti, “Pergeseran Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan 

Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing Di Yogyakarta” Tesis, Magister Ilmu Syari’ah 

Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023). 
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Triganda Sayuti33,Novrasilofa S34,Dini Suryani dan Ageng Triganda Sayuti35 

danIrene Gracia Simanjuntak, dkk36. Hasil dari penelitian-penelitian ini adalah  

Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perkawinan semarga  dalam  masyarakat  

Batak  Mandailing  karena  faktor  cinta,  faktoragama,  faktor  ekonomi,  faktor  

pendidikan,faktor  budaya dan faktor pergeseran adat, dimana hukum adat yang 

mengatur adat istiadat tersebut juga ikut berubah menyesuaikan diri terhadap 

perubahan masyarakat. 

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan. Baik yang dilakukan oleh klaster pertama 

yang fokus mengkaji pandangan masyarakat tentang adanya larangan 

pernikahan semarga penelitian klaster kedua yang berfokus pada penerapan adat 

di lapangan dan sangsi atas pelanggaran yang dilakukan. Ada pun 

perbedaandari penelitian yang akan peneliti lakukan ialah dari segi pandangan 

tokoh adat dan masyarakat tentang terjadinya pelanggaran adat menikah 

semarga yang akan dibahas lebih eksplisit, serta sanksi terhadap objeknya yang 

tumbuh ditengah-tengah Masyarakat kota yang tidak terlalu terikat dengan adat 

istiadat. 

 
33Dini Suryani, Ageng Triganda SayutiSanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat 

Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Zaaken: Journal of 

Civil and Business Law; Vol. 3, No. 1, (2022). 
34Novrasilofa S “Dekonstruksi Pranata Erturang Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus 

Masyarakat Karo Di Berastagi)” Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial,Vol. 13, No. 2,(2016). 
35Dini Suryani dan Ageng Triganda Sayuti“Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat 

Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”, Journal of Civil and 

Law, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 2. 
36 Irene Gracia Simanjuntak, Silvia Angela, Moody Rizky Syailendra “Tinjauan 

Terhadap Perkawinan Dalam Hukum Adat Batak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

1974” Veritas,Vol. 9, No. 1, (2023). 
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E. Kerangka Teoritik   

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan 

penyusun sebagai pisau analisis dalam membedah masalah-masalah yang 

akan  diteliti. Teori yang digunakan untuk menganalisis peran tokoh adat dalam 

mempertahankan larangan pernikahan.Pada penelitian ini menggunakan dua 

teori, yaitu teori hukum Islam (Maqashid syari’ah) dan Teori kekuasaan Michel 

Foucault. 

1. Maqashid Syari’ah 

Penyusun menggunakan teori Maqashid syari’ahsebagai 

pengelompokkan dari Kuasa Tokoh Adat dalam mempertahankan 

Larangan Pernikahan semarga. Hal ini dikarenakan maqashid syari’ah ini 

merupakan salah satu teori hukum Islam. Kandungan yang terdapat dalam 

maqashid syari’ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. 

Sehingga Teori ini akan melihat bagaimana kemaslahatan Masyarakat 

Batak Mandailing Terhadap Kuasa Tokoh adat dalam melarang 

pernikahan Semarga. 

Teori maqashid syari’ah adalah suatu konsep dalam hukum Islam 

yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari hukum-

hukum Islam. Al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai 

mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian. Namun, karena 

mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian adalah keinginan 

manusia, sedangkan maslahah adalah tujuan Allah dalam menetapkan 
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hukum, Al-Ghazali menyusun rumusan baru. Menurutnya, maslahah 

adalah pemeliharaan tujuan syara' yang mencakup menjaga agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta.37 

Maqashid Syari’ah merupakan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh 

syari’ah Islam untuk kebaikan manusia. Tujuan-tujuan ini meliputi 

berbagai aspek kehidupan yang penting untuk kesejahteraan individu dan 

masyarakat. Maqashid Syariah biasanya dibagi menjadi beberapa 

tingkatan, yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat 

(tersier).38 Adapun penjelasan dari tiga kategori tersebut adalah: 

a. Al-Daruriyat  

Al-Daruriyat adalah kebutuhan penting yang tidak dipenuhi akan 

berdampak pada kehidupan seseorang. Tujuan al-Daruriyat adalah 

untuk memelihara lima unsur utama di atas. Ada lima hal pokok yang 

termasuk dalam dharuriyyat: 

1) Hifz al-Din (Perlindungan Agama): Memelihara agama merupakan 

prioritas utama, yang melibatkan kewajiban untuk beriman dan 

menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama. 

2) Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa): Melindungi kehidupan dan nyawa 

manusia dari berbagai ancaman seperti pembunuhan dan bahaya 

lainnya. 

 
 37Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232. 

 38Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah perspektif pemikiran Imam Syatibi Dalam 

Kitab Al-Muwafaqat”, YUDISIA, Vol.5, No. 1, (Juni 2014), hlm. 56. 
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3) Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal): Menjaga akal manusia dari segala 

hal yang dapat merusaknya, seperti alkohol dan narkoba. 

4) Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan): Melindungi keturunan dan 

keluarga, termasuk larangan berzina dan menjaga hak-hak keluarga. 

5) Hifz al-Mal (Perlindungan Harta): Melindungi harta benda dan 

kekayaan dari pencurian, penipuan, dan berbagai bentuk kerusakan 

ekonomi. 

b. Al-Hajiyat 

Agar menjadi lebih baik lagi, tujuan Al-Hajiyat adalah untuk 

menghilangkan tantangan dan memudahkan pemeliharaan terhadap 

lima unsur pokok.   

c. Al-Tahsiniyat  

Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk 

menyempurnakan lima unsur pokok, atau untuk muncul sebagai unsur 

pendukung dan penyempurnaan setelah terpenuhinya al-daruruyat dan 

al-hajiyat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, tiga tingkatan selalu berhubungan 

satu sama lain dan saling bergantung. Dalam konteks ketahanan keluarga, 

prinsip-prinsip maqashid syari’ah dapat diterapkan untuk memastikan 

keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga. Maka dari itu, dengan 

memahami dan menerapkan prinsip-prinsip maqashid syari’ah, 

diharapkan keluarga dapat mencapai ketahanan yang kokoh dalem aspek 

agama, sosial, ekonomi, dan kesehatan. 
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Penelitian ini akan mengkaji menggunakan maqashid syari’ah 

aspek Al-Daruriyat, dengam melihat lima hal pokok yang termasuk dalam 

yaitu, Hifz al-Din (Perlindungan Agama), Hifz al-Nafs (Perlindungan 

Jiwa), Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal), Hifz al-Nasl (Perlindungan 

Keturunan) dan Hifz al-Mal (Perlindungan Harta). Sehingga 5 aspek ini 

akan dikaitkan dengan peran tokoh adat dalam larangan pernikahan 

semarga pada Suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia. 

2. Teori Kekuasaan Michel Foucault 

Sebagai penelitian hukum adat, penyusun membangun  kerangka 

teori menggunakan teori kekuasaan michel foucault yaitu, dengan 

mempelajari kekuasaan sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi 

kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru 

yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh 

karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah 

efeknya. Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan pemilikan, dalam 

konteks siapa menguasai siapa atau siapa yang powerful sementara yang 

lain powerless.39 Sehingga teori ini digunakan dalam menganalisis peran 

ketua adat dalam larangan pernikahan semarga Batak Mandailing di 

Kecamatan Medan Helvetia. 

 
39Michel Foucault, The History of Sexuality, Vol. I, (New York: Pantheon Books, 1990), 

hlm. 90. 
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Konsep teori kekuasaan Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari 

konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut 

pandang Marxian atau Weberian. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami 

dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak 

istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan 

yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi 

secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu 

institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara.  

Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi yang 

beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup 

strategis. Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa 

kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana 

kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati 

dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau 

dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan.40 

a. Pandangan tentang kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok untuk mengontrol yang lain, abai terhadap 

fungsi kekuasaan yang nyata pada masyarakat modern. Kekuasaan 

dalam hal ini dipandang dalam konteks yuridis, yakni yang 

menghubungkan kekuasaan dengan kedaulatan (sovereignity) dan 

hukum.41 

 
40 Ibid., hlm. 93 

41Ibid., hlm. 94. 



16 
 

 
 

b. Terjadi pula pergeseran fokus analisa kekuasaan, dari analisa terhadap 

kesadaran dan kehendak subjek menjadi analisa terhadap tubuh. 

Disiplinary power beroperasi terhadap tubuh untuk mengendapkan 

normalisasi kekuasaan itu sebagai proses pembiasaan dalam tubuh 

terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan 

bagi kekuasaan (vehicle of power).42 

Oleh karena itu, menurut Foucault, subjek modern merupakan 

kendaraan bagi kekuasaan dan objek bagi pengetahuan. Kekuasaan, 

menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu 

kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan 

ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan 

mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam 

relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerful 

dengan powerless.43 

Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau 

institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara 

eksternal terhadap individu atau kelompok. Demikian menurut Foucault 

bagaimana kekuasaan harus dipahami. Oleh karena itu, kekuasaan mesti 

dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana 

kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang 

mempertahankan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem 

 
42Ibid… 

43Ibid., hlm. 92-93. 
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dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu 

relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana 

relasi kekuatan adalah efeknya. Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan 

pemilikan, dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa yang powerful 

sementara yang lain powerless.44 

Foucault menunjukkan ada lima konsep mengenai apa yang 

dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni:45 

a. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau 

dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga 

punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang 

terus bergerak.  

b. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang 

mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.  

c. Kekuasaan itu datang dari bawah, yang mengandaikan bahwa tidak ada 

lagi distingsi binary opositions karena kekuasaan itu mencakup dalam 

keduanya.  

d. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.  

e. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (resistance). 

Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang 

berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya. 

F. Metode Penelitian   

 
44Ibid.. 

45Ibid., hlm. 94-95. 
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Secara umum metode penelitian hukum di kalangan ahli hukum dibagi 

menjadi dua, metode kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, 

dan metode  kuantitatif yang membutuhkan populasi dan sampel, serta biasanya 

dalam metode  ini ditambahkan dengan statistik.46 Metode penelitian dalam 

tesis ini yaitu: 

1. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah 

penelitian lapangan (FieldReseach), yaitu peneliti mencari data 

secara langsung di masyarakat suku Batak Mandailing di Kecamatan 

Medan Helvetia tentang aturan adat larangan perkawinan semarga.   

2. Sifat Penelitian   

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-Analisis. Penelitian ini akan 

mendeskripsikan tentang peran dan kuasa tokoh adat dan masyarakarat 

dalam menjaga tradisi larangan pernikahan semarga dalam adat Batak 

Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia. Kemudian, analisis dilakukan 

untuk perbandingan antara dua pendapat yang penyusun teliti agar diperoleh 

hasil penelitian yang utuh dan komprehensif, yakni  tinjauan hukum terkait 

peran tokoh adat terhadap larangan perkawinan semarga dalam adat Batak 

Mandailing di  Kecamatan Medan Helvetia.  

3. Pendekatan Penelitian   

 
46 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. II (Jakarta: SInar Grafika, 2010), 

hlm.  105. 
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Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis-cum 

Maqashid, yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada data-data atau fakta 

yang ada dalam kehidupan masyarakat kemudian mengaitkan dengan 

hukum Islam terkait maqashid syari’ah. Berdasarkan pengertian tersebut, 

penyusun melakukan penelitian terkait larangan pernikahan semarga di 

suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia. Sehingga 

pendekatan ini digunakan dalam menganalisis terkait peran tokoh adat 

dalam larangan pernikahan semarga Suku Batak Mandailing di Kecamatan 

Medan Helvetia. 

4. Sumber Data   

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, 

seperti individu atau kelompok, oleh peneliti.47 Data primer dalam 

penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukandengan masyarakat yang menjaga larangan pernikahan 

sermarga sebanyak 12 orang, dan masyarakat yang melakukan 

pernikahan semarga sebanyak 8 orang, dan tokoh adat di Kecamatan 

Medan Helvetia sebanyak 10 orang. 

 
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung : CV Alfabeta, 

2017). hlm. 98. 
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b. Data sekunder dari penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan maupun petunjuk dari bahan primer. 48 Bahan 

hukum sekunder ini selain terdiri dari buku-buku teks, juga terdapat dari 

tulisan-tulisan hukum baik jurnal-jurnal, dan artikel penelitian terdahulu. 

Data sekunder dari penelitian ini yaitu perihal peran tokoh adat dalam 

menjaga menjaga tradisi pernikahan semarga,larangan Pernikahan, 

terkait dengan Teori kekuasaan Foucault dan teori Maqashid Syari’ah.  

5. Metode Pengumpulan Data   

Metode pengumpulan data memiliki peranan dan fungsi yang 

penting dalam menentukan kualitas penelitian. Kedalaman dan ketepatan 

data yang dikelola dalam sebuah penelitian ditentukan melalui metode 

ini.Penelitian ini metode pengumpulan data yang penyusun gunakan 

sebagai sumber penelitian  adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara   

Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang menjaga 

larangan pernikahan sermarga sebanyak 12 orang, dan masyarakat yang 

melakukan pernikahan semarga sebanyak 8 orang, dan tokoh adat di 

Kecamatan Medan Helvetia sebanyak 10 orang. Wawancara yang 

digunakan secara tidak berstruktur, artinya menyesuaikan dengan situasi 

dan kondisi narasumber serta bergantung kepada kebutuhan informasi 

 
48 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), hlm. 

103. 
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yang ingin digali tentang larangan pernikahan semarga di suku Batak 

Mandailing. 

b. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis 

melalui pengamatandan pengindraan terhadap fenomena yang diteliti 

Pada proses ini penyusun menggunakan observasi partisipasi 

(participant observation) yaitu metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan 

dan pengindraan dimana peneliti benar benar terlibat dalam keseharian 

narasumber.   

c. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, buku, arsip, transkip, surat kabar, prasasti, majalah, 

notulen rapat, agenda dan foto-foto kegiatan.49 Penelitian ini 

dokumentasi diambil sebagai bukti terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. Adapun dokumentasi yang akan peneliti peroleh dalam hal 

ini ialah mengambil foto saat wawancara, dan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan larangan pernikahan semarga di Kecamatan Medan 

Helvetia.   

6. Metode Analisis Data   

 
49Suharsimi Ariukunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 206. 
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Analisis data yang digunakan pada tesis ini adalah analisis kualitatif 

dengan menggunakan metode induktif. Analisiskualitatif ini untuk melihat 

keberlakuan hukum adat terkait larangan pernikahan Suku Batak 

Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia dengan mengumpulkan data 

empiris dan memeriksa bukti untuk menyelesaikan isu yang dibahas dalam 

penelitian ini. Analisis induktif dalam penelitian ini yaitu membuat 

kesimpulan dari data-data yang khusus menjadi umum.50 Data khusus 

diambil dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Medan 

Helvetia dan Tokoh adat Batak mandailing di Kecamatan Medan Helvetia 

kemudian mengaitkannya dengan larangan pernikahan Suku Batak 

Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia. 

G. Sistematika Pembahasan   

Pembahasan dalam penyusunan tesis oleh penyusun terdiri dari lima (5) bab. 

Supaya dapat mempermudah dalam pembahasan, masing-masing bab akan ada 

sub babnya sendiri. Sehingga dengan ini pembahasan dapat lebih terperinci dan 

mendalam, berikut merupakan rinciannya:  

Bab pertama, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta telaah pustaka, kerangka teori, 

dan metode penelitian. Selanjutnya,  menjelaskan sistematika pembahasan tesis. 

 
50 MS Suryana, Metode Penelitian, https://simdos.unud.ac.id, Akses 14 April 2020. 

https://simdos.unud.ac.id/
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Bab kedua, peneliti akan menguraikan tentang perkawinan, syarat dan 

rukun pernikahan serta membahas secara rinci terkait dengan larangan 

pernikahan perspektif hukum Islam, hukum Indonesia dan hukum adat. 

Bab ketiga, tentang gambaran umum. Berisi beberapa sub bab yaitu 

tentang kondisi sosial masyarakat, landasan yuridis dan praktik larangan 

pernikahan semarga Suku Batak mandailing di Kecamatan Medan Helvetia. 

Serta mendeskripsikan peran tokoh adat dalam mempertahankan larangan 

pernikahan. Kemudian mendeskripsikan respon masyarakat terhadap larangan 

pernikahan semarga pada suku Batak mandailing di Kecamatan Medan 

Helvetia.  

Bab keempat, bab ini merupakan bab analisis yang menjawab rumusan 

masalah yang dibahas dalam bab sebelumnya, yakni menjabarkan hasil analisis 

tentang peran tokoh adat terhadap larangan perkawinan semarga Suku Batak 

mandailing di Kecamatan Medan Helvetia melalui perspektif Hukum Islam 

(Maqashid Syari’ah) dan teori kekuasaan Falcoult. 

Bagian penutup akan dibahas dalam bab lima. Bagian ini peneliti 

menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah ringkasan dari 

semua isi pembahasan, termasuk jawaban singkat rumusan masalah. Sedangkan 

saran yaitu kritik, masukan, ajuran maupun rekomendasi yang relavan dengan 

kesimpulan yang didapatkan. Kemudian bab ini terdapat daftar pustaka yang 

didalamnya terdapat semua rujukan dari tulisan ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing di 

Kecamatan Medan Helvetia menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak 

hanya didasarkan pada pertimbangan kemurnian keturunan dan 

kesehatan genetik, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga 

stabilitas sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan penghormatan 

terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi. Larangan pernikahan semarga 

juga merupakan ekspresi dari penghormatan terhadap tradisi dan nilai 

budaya yang kaya dalam masyarakat Batak Mandailing. Aturan ini telah 

diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian tak terpisahkan dari 

identitas dan keberadaan mereka. Larangan pernikahan ini 

dipertahankan karena mereka memastikan bahwa nilai-nilai budaya, 

norma-norma sosial, dan tradisi adat tetap terjaga dan dihormati. 

2. Tokoh adat memainkan peran sentral dalam memproduksi dan 

menyebarkan pengetahuan adat terkait larangan pernikahan semarga, 

mengajarkan nilai-nilai dan norma adat kepada masyarakat melalui 

berbagai kegiatan adat. Tokoh adat bertindak sebagai pengawas dan 

penegak norma, memastikan bahwa aturan adat dipatuhi dan 

memberikan sanksi kepada pelanggar untuk menjaga ketertiban dan 

harmoni komunitas. Larangan pernikahan semarga juga membantu 

membentuk identitas kolektif dan subjektivitas individu dalam 
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masyarakat, dengan tokoh adat memperkuat identitas budaya melalui 

ajaran dan upacara adat. Meskipun demikian, terdapat potensi resistensi 

atau perlawanan terhadap aturan adat, dan masyarakat dapat 

mengembangkan strategi untuk mengatasi atau mengubah aturan yang 

dianggap tidak sesuai. Tokoh adat berperan sebagai mediator dalam 

menyelesaikan konflik, menjaga keharmonisan sosial melalui 

musyawarah. Peran tokoh adat tidak hanya mengatur dan menegakkan 

aturan, tetapi juga membentuk identitas kolektif dan menjaga warisan 

budaya, menunjukkan kekuasaan mereka yang produktif dan dinamis 

dalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Batak 

Mandailing terlebih mempertahankan larangan pernikahan semarga 

pada Masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia. 

3. Penerapan teori Maqashid Syari’ah dalam konteks peran dan kuasa 

tokoh adat terhadap larangan pernikahan semarga di masyarakat Batak 

Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia menunjukkan bahwa 

larangan pernikahan semarga mencerminkan penerapan nilai-nilai 

maqashid syari’ah, terutama dalam perlindungan terhadap keturunan 

(hifz an-nasl) dan jiwa (hifz an-nafs). Larangan ini bukan hanya bagian 

dari tradisi dan adat istiadat, tetapi juga memiliki justifikasi yang kuat 

dalam menjaga kesehatan fisik dan mental generasi mendatang, serta 

mempertahankan keanekaragaman genetik yang penting untuk 

kesejahteraan masyarakat.Tokoh adat memainkan peran sentral dalam 

memastikan larangan ini tetap dijalankan dengan baik. Tokoh adat 
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bertindak sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan adat, melindungi 

kemurnian garis keturunan, serta menjaga keseimbangan sosial dan 

moral dalam masyarakat. Dengan demikian, peran Tokoh adat sangat 

relevan dalam menjaga stabilitas, kesejahteraan, dan keadilan dalam 

komunitas Batak Mandailing, sekaligus memastikan bahwa praktik-

praktik adat yang selaras dengan maqashid syari’ah tetap hidup dan 

dihormati dari generasi ke generasi. 

B. Saran 

1. Setelah penelitian ini, lembaga pemerintahan di Kecamatan Medan 

Helvetia disarankan untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan 

kepada orang tua dan tokoh masyarakat mengenai pentingnya 

memahami dan mematuhi larangan pernikahan semarga. Hal ini 

bertujuan agar mereka mengerti signifikansi dan manfaat dari larangan 

tersebut, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Sosialisasi 

ini juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran akan nilai-nilai budaya 

dan adat yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat 

Batak Mandailing. 

2. Bagi para akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian berikutnya. 

Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan 

mengaktualisasikan temuan yang ada dalam konteks fakta dan 

fenomena yang terjadi di masyarakat Batak Mandailing, khususnya 

terkait peran tokoh adat dalam mencegah pernikahan semarga. 
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